
i 

ABSTRAK 

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini sesuai dengan amanat Konstitusi 

Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang dengan tegas menyatakan bahwa 

Indonesia adalah Negara Hukum. Output dari pasal ini adalah segala aspek 

penyelenggaraan Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah harus sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tinjauan yuridis proses dan tata cara 

pelantikan kepala daerah pemenang pilkada pada hakikat nya merupakan bagiann 

dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pelantikan kepala daerah 

yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PerPres Nomor 16 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah yang menjadi acuan hukum tentang 

peraturan perundang-undangan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan 

pemerintahan secara nasional, dalam hal ini termasuk pemerintahan daerah dalam 

BAB VI Pemerintahan Daerah pasal 18-18B UUD 1945. Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 mengatur bagaimana tata cara pelantikan kepala daerah dalam 

Pasal 164 ayat (1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan. (2) Dalam hal 

Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur. (3) Dalam hal Gubernur 

dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 

ketentuan ayat (1) dan ayat (2), menteri mengambil alih kewenangan Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya pernah terjadi 

penyimpangan dari aturan hukum yang ada, sehingga melalui penelitian ini dapat 

menjawab permasalahan berkenaan dengan penyimpangan yang terjadi, 

berdasarkan teori dan aturan hukum yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah tinjauan Yuridis proses dan tata cara pelantikan kepala 

daerah dan bagaimanakah tinjauan Yuridis kewenangan Mendagri dan Gubernur 

dalam melantik kepala daerah. Pendekatan masalah yang digunakan adalah 

Pendekatan Normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan 

bahwa berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 dan PerPres No 16 Tahun 

2016 Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilantik di Ibu Kota Provinsi yang 

bersangkutan dan Kewenangan untuk melantik kepala daerah terpilih merupakan 

kewenangan Gubernur berdasarkan Teori Atribusi yaitu penyerahan kewenangan 

dari pusat ke daerah. 

Dari berbagai pemaparan diatas maka peneliti menyarankan : Untuk proses dan 

tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati agar dapat dilaksanakan berdasarkan 

aturan hukum sebagaimana mestinya. 

 


